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	K E M E N T E R I A N  D A L A M  N E G E R I
R E P U B L I K  I N D O N E S I A
DIREKTORAT JENDERAL
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JALAN MEDAN MERDEKA UTARA NOMOR 7 JAKARTA PUSAT  10110


SAMBUTAN

SEKRETARIS DITJEN
BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
PADA RAPAT FASILITASI SISTEM INFORMASI

DAN JARINGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN
JAKARTA, 26 FEBRUARI 2019
	YTH.
	SDR. PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN;

	YTH.
	SDR. NARASUMBER DARI KOMINFO DAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDAGRI; SERTA

	
	PESERTA RAPAT YANG BERBAHAGIA,


ASSALAMU’ALAIKUM WR.WB.
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA
PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, YANG TELAH MELIMPAHKAN RAHMAT DAN RIDHO-NYA, SEHINGGA PADA HARI INI, KITA DAPAT MENGHADIRI PERTEMUAN DALAM RANGKA RAPAT FASILITASI SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT. 
PERTEMUAN RAPAT KERJA INI MERUPAKAN FORUM FORMAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN PELAYANAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS YANG SEMAKIN BERKUALITAS MELALUI PENYEDIAAN SISTEM INFORMASI YANG HASILNYA AKAN MEMBERIKAN MANFAAT BAGI PENGGUNA INFORMASI PUBLIK. ADAPUN MAKSUD DAN TUJUAN DARI RAPAT KERJA SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN INI, ADALAH :

1. MELAKUKAN EVALUASI TERKAIT KONDISI EXISTING SISTEM INFORMASI DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN;
2. MELAKUKAN PENATAAN KEMBALI SISTEM INFORMASI DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN;
3. MELAKUKAN SINKRONISASI TERKAIT PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN; DAN
4. MELAKUKAN IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI BERBAGAI ISU STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN PADA PORTAL DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN (ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id) DAN PORTAL KEMENDAGRI (kemendagri.go.id) SERTA MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK LAINNYA.

HADIRIN YANG BERBAHAGIA, 

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DIJELASKAN BAHWA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MERUPAKAN SARANA DALAM MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN PUBLIK TERHADAP PENYELENGGARAAN NEGARA DAN BADAN PUBLIK LAINNYA DAN SEGALA SESUATU YANG BERAKIBAT PADA KEPENTINGAN PUBLIK. UNTUK ITU PERLU ADANYA INFORMASI PUBLIK YANG DAPAT DI AKSES OLEH SETIAP PENGGUNA INFORMASI PUBLIK SECARA TEPAT, CEPAT WAKTU, BIAYA RINGAN, DAN CARA SEDERHANA.

SESUAI PERMENDAGRI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN  DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMNERINTAH DAERAH, BAHWA DALAM RANGKA PENYEDIAAN INFORMASI YANG DAPAT DIPERTANGGUNG- JAWABKAN, PERLU DIDUKUNG MELALUI DOKUMENTASI YANG LENGKAP, AKURAT, DAN FAKTUAL. DIMANA KEMENTERIAN DALAM NEGERI MERUPAKAN SALAH SATU BADAN PUBLIK YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI.
PESERTA RAPAT YANG SAYA HORMATI,
TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI,            HINGGA SAAT INI SEDANG DILAKUKAN PENATAAN SISTEM INFORMASI DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN YANG DISESUAIKAN DENGAN SKALA PRIORITAS KEBUTUHAN ORGANISASI KE DEPAN TERMASUK SINKRONISASI TERHADAP PEMANFAATAN SELURUH SISTEM INFORMASI YANG TELAH DIBANGUN DAN/ATAU SEDANG DIBANGUN UNTUK DIINTEGRASIKAN DENGAN SERVER DAN MEDIA CETAK/ ELEKTRONIK INTERAKTIF PADA PUSAT PENERANGAN SERTA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI KEMENDAGRI.

UNTUK ITU, DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TELAH MELAKUKAN PEMUTKHIRAN WEBSITE SEBAGAI SALAH SATU MEDIA ELEKTRONIK INTERAKTIF YANG DAPAT MENYEDIAKAN DATA INFORMASI SECARA ONLINE, REALTIME, UPTODATE DAN DAPAT DIAKSES SECARA LUAS DENGAN CEPAT DAN AKURAT. UNTUK LEBIH MENGOPTIMALKAN DALAM PENINGKATAN KUALITAS WEBSITE TERSEBUT, SAYA MINTA PERHATIAN KEPADA SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN UNTUK MELAKUKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. MENGIDENTIFIKASI TERHADAP PERKEMBANGAN ISU-ISU STRATEGIS SESUAI DENGAN BIDANG TUGAS DAN KEWENANGANNYA;
2. MENGINVENTARISASI TERHADAP SELURUH BAHAN/MATERI YANG SUDAH SELESAI DILAKSANAKAN TAHUN 2019 SECARA CEPAT DAN TEPAT;
3. PEMUTAKHIRAN DATA INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM BERBAGAI BENTUK, DIANTARANYA DATA INFOGRAFIS, PRODUK HUKUM/KEBIJAKAN, ISU STRATEGIS, SAMBUTAN, POINTER, PRESS RELEASE DAN FOTO DOKUMENTASI (HARDCOPY/SOFYCOPY).
PESERTA RAPAT YANG SAYA HORMATI,
PERLU SAYA SAMPAIKAN BAHWA DARI HASIL EXPOSE DATA DAN INFORMASI TERKAIT KEBIJAKAN ATAU ISU-ISU STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN MELALUI MEDIA PEMBERITAAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK PERIODE TAHUN 2016-2018 BELUM MENCERMINKAN TERHADAP KUANTITAS DARI KESELURUHAN DATA INFORMASI YANG SEHARUSNYA DAPAT DIPUBLIKASIKAN KEPADA PENGGUNA INFORMASI PUBLIK/MASYARAKAT SECARA REAL TIME  SESUAI DENGAN BESARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DARI DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, SEMENTARA PADA SISI LAIN SUDAH BANYAK BERBAGAI KEBIJAKAN DAN INOVASI YANG TELAH DIHASILKAN. 
TENTUNYA DENGAN MELIHAT KONDISI TERSEBUT, PERLU ADANYA STRATEGI KOMUNIKASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN DARI SELURUH UNIT KERJA DI LINGKUNGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN AGAR TERUS MELAKUKAN KOORDINASI DAN PENGENDALIAN TERHADAP SELURUH DATA DAN INFORMASI  BAIK JANGKA PENDEK MAUPUN JANGKA PANJANG DALAM RANGKA MENINGKATKAN BRAND AWARENESS DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KE DEPAN. UNTUK ITU PERLU ADANYA INSTRUMEN YANG SIFATNYA LEGAL DAN INSTITUSIONAL DARI DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SEBAGAI PEMBINA UMUM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DENGAN MEMBUAT SISTEM APLIKASI KHUSUS BERPLATFORM SISTEM INFORMASI DIGITAL GUNA MEMPERMUDAH FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP ASPEK-ASPEK STRATEGIS.
PESERTA RAPAT YANG SAYA HORMATI,
DALAM RANGKA PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN (SIM),                PADA TAHUN 2018 DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN TELAH SELESAI MEMBANGUN 2 (DUA) SIM, YAITU SIM E-MONEV PTSP DAN SIM JABATAN FUNGSIONAL SATPOL PP,                           DAN TAHUN 2019 SEDANG MEMBANGUN 4 (EMPAT) SIM LAINNYA YAITU SIM SATPOL PP, SIM PEMADAM KEBAKARAN,                    SIM KEBENCANAAN SERTA SISTEM E-MONEV YANG DIRENCANAKAN AKAN SELESAI AKHIR BULAN MEI 2019. KESELURUHAN SISTEM TERSEBUT PADA PERTENGAHAN TAHUN 2019 AKAN DISOSIALISASIKAN LEBIH LANJUT KEPADA SELURUH PEMERINTAH DAERAH SELURUH INDONESIA.
DENGAN ADANYA DUKUNGAN INFRASTRUKTUR TERSEBUT, DIHARAPKAN AKAN MEMBERIKAN MANFAAT, BAIK BAGI INTERNAL  DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN MAUPUN EKSTERNAL YAITU KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH SELURUH INDONESIA SEBAGAI DASAR PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI SESUAI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN.
PESERTA RAPAT YANG SAYA HORMATI,
PADA KESEMPATAN INI, SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA BAGIAN KEHUMASAN PUSAT PENERANGAN KEMENDAGRI YANG TELAH MEMBERIKAN DUKUNGAN DALAM PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI TERHADAP BERBAGAI ISU STRATEGIS BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN SESUAI DENGAN KONDISI OBYEKTIF DAN DINAMIKA YANG BERKEMBANG UTAMANYA TERKAIT DENGAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. KEBIJAKAN PENERAPAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PRIMA DI DAERAH;

2. KEBIJAKAN PENERAPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI DAERAH;
3. KEBIJAKAN PENEGASAN BATAS DAERAH;

4. KEBIJAKAN VERIFIKASI PEMBAKUAN RUPABUMI;

5. KEBIJAKAN PENGUATAN PERAN DAN KEDUDUKAN CAMAT;
6. KEBIJAKAN PEMBINAAN APARATUR DAN KELEMBAGAAN SATPOL PP DAN LINMAS SERTA PEMADAM KEBAKARAN TERMASUK PENERAPAN JABATAN FUNGSIONAL SATPOL PP, PEMBENTUKAN JABATAN FUNGSIONAL PEMADAM KEBAKARAN.
SELAIN ITU JUGA SAYA JUGA MENGUCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDAGRI YANG TELAH MEMFASILITASI DALAM PENGELOLAAN, PEMANFAATAN DAN PENGINTEGRASIAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN. PERLU SAYA SAMPAIKAN BAHWA KONDISI EXISTING SERVER YANG DIMILIKI DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN HINGGA SAAT INI BELUM SESUAI DENGAN KEBUTUHAN SISTEM INFORMASI YANG ADA, UNTUK ITU, MOHON KIRANYA KEPADA PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI SEKRETARIAT JENDERAL KEMENDAGRI UNTUK DAPAT MEMFASILITASI DUKUNGAN KETERSEDIAAN SERVER, MENGINGAT SISTEM TERSEBUT AKAN SEGERA DIAKSES OLEH SELURUH PEMERINTAH DAERAH SELURUH INDONESIA.   
HADIRIN YANG BERBAHAGIA,

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT SAYA DISAMPAIKAN PADA RAPAT FASILITASI SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN DITJEN BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN, DENGAN HARAPAN SEMOGA HASILNYA DAPAT MEMBERIKAN MANFAAT BAGI PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI KHUSUSNYA BIDANG ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KE DEPAN, AMIN.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.
	SEKRETARIS DITJEN                                    BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,
NUGROHO
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